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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 secara 

umum telah memenuhi unsur-unsur pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, terdapat kekurangan 

pada bagian konsiderans yang belum memuat dasar filosofis, 

sosiologis, dan yuridis secara eksplisit dan utuh. Di sisi lain, 

secara analisis muatan yang mengatur tentang batas usia 

pengguna kendaraan tertentu juga dianggap kurang tepat. 

2. Implementasi regulasi ini menghadapi tantangan perilaku 

masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan, seperti 

penggunaan sepeda listrik di jalan raya tanpa memperhatikan 

aspek keselamatan. Sosialisasi dan pembinaan telah 

dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama di kawasan 

wisata seperti Sumbu Filosofi, namun pelanggaran masih 

sering terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang 

rendah, serta infrastruktur pendukung seperti lajur khusus 

sepeda listrik juga belum tersedia secara memadai, sehingga 
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pengguna sepeda listrik berbagi jalur dengan kendaraan 

bermotor, yang berpotensi menimbulkan konflik dan 

kecelakaan. 

3. Kendala utama adalah perilaku masyarakat yang kurang 

memahami atau sengaja melanggar aturan penggunaan 

sepeda listrik, terutama di jalan raya. Kesulitan dalam 

identifikasi juga menjadi kendala para petugas karena sepeda 

listrik tidak memiliki nomor seri atau tanda pengenal khusus 

yang membuat penerapan sanksi administratif menjadi tidak 

maksimal. Keterbatasan ruang kota dan tingginya harga tanah 

di Yogyakarta juga menyulitkan pengembangan infrastruktur 

pendukung untuk kendaraan listrik, seperti lajur khusus 

sepeda listrik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis 

berikan yaitu: 

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyempurnakan aspek 

konsiderans dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 

Tahun 2022 ini dengan memperjelas landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis agar peraturan tersebut memiliki 

pijakan hukum yang lebih kuat dan dapat diuji keabsahannya 

apabila terjadi konflik normatif dan perlu mempertimbangkan 

revisi regulasi untuk mengatasi celah terkait identifikasi 

 

 



120 

 
 

kendaraan listrik dengan menerapkan sistem registrasi atau 

pemberian tanda pengenal khusus bagi sepeda listrik dan 

perlu juga diatur mengenai ketentuan batas usia pengguna 

kendaraan tertentu dengan ketentuan batas usia anak atau 

batas usia pengajuan Surat Izin Mengemudi. 

2. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan 

dengan menambah jumlah petugas serta mengatur sistem 

identifikasi kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu 

memperluas sosialisasi ke seluruh wilayah kota, tidak hanya 

di kawasan wisata, agar masyarakat lebih memahami aturan 

penggunaan sepeda listrik. Sosialisasi mengenai peraturan ini 

juga harus diperluas dengan melibatkan berbagai pihak, 

seperti sekolah, komunitas pengguna kendaraan listrik, dan 

pelaku usaha penyewaan sepeda listrik, agar kepatuhan 

masyarakat meningkat. 

3. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dengan meninjau 

kembali mekanisme penegakan hukum serta 

mempertimbangkan penerapan sistem identifikasi kendaraan 

listrik untuk mengurangi pelanggaran berulang dan 

mempermudah identifikasi pelanggar dan penerapan sanksi 

administratif. Harus ada kerja sama antara pemerintah daerah, 

penyedia jasa penyewaan kendaraan listrik, dan masyarakat 

dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, misalnya 
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dengan sistem lisensi atau pelatihan singkat sebelum 

menggunakan sepeda listrik. Infrastruktur pendukung juga 

harus segera dibangun, seperti tempat pengisian daya baterai 

sepeda listrik, lajur khusus sepeda listrik, tempat parkir yang 

aman, rambu-rambu yang jelas, guna meminimalkan konflik 

antara pengguna sepeda listrik dengan kendaraan lain serta 

pejalan kaki.  
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